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STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
DI KANTOR DINAS SOSIAL DELI SERDANG

RATNA DEWI UTAMI
2003100011

ABSTRAK

Untuk mewujudkan transparansi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) di kantor Dinas Sosial Deli Serdang dilakukan beberapa strategi
pelayanan prima. Strategi pelayanan prima itu menjadi hal penting untuk
mewujudkan transparansi pengelolaan data. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
strategi pelayanan prima yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di kantor Dinas
Sosial Deli Serdang. Teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teori strategi
pelayanan prima, transparansi pengelolaan DTKS. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen
penelitian dengan narasumber sebanyak 3 orang diantaranya 1 orang Kepala Bidang
Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Deli Serdang, 1 orang Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial, dan 1 orang masyarakat yang terlibat. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa strategi pelayanan prima di kantor Dinas Sosial Deli Serdang
telah berhasil melakukan pelayanan dalam pengelolaan Data TerpaduKesejahteraan
(DTKS) secara transparansi dan akuntabilitas. Namun Dinas Sosial belum
memaksimalkan potensi sumberdaya manusia dengan baik, terutama dalam hal
minim nya sumberdaya manusia yang mengelola sebagian pedesaan kecil yangsulit
dijangkau di Kabupaten Deli Serdang. Meskipun sudah menerapkan kepada setiap
desa dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG untuk mengukur peningkatan jumlah
masyarakat yang bergabung di program DTKS, banyak sebagian pedesaan yang
sulit menggunakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial Deli Serdang
perlu melakukan evaluasi dan peningkatan untuk lebih memaksimalkan aplikasi
tersebut dalam pengelolaan DTKS guna untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kata Kunci : Strategi Pelayanan Prima, Transparansi Pengelolaan DTKS
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otoritas daerah, sebagai organisasi sektor publik, mempunyai kewajiban
untuk memberikan pelayanan yang sejalan dengan kepentingan masyarakatnya,
memastikan bahwa pemerintah tetap tanggap terhadap kondisi lingkungan hidup
dan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas
untuk melakukannya. Salah satu prinsip utama yang mempengaruhi strategi layanan
adalah transparansi dalam pengelolaan data. Transparansi adalah keterbukaan yang
serius dan inklusif yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi
aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi adalah kebebasan
mengalirnya informasi. Informasi yang diterima masyarakat harus akurat, benar,
dan akurat (dan tidak terdistorsi atau dimanipulasi untuk kepentingan penguasa).

Transparansi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah
penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari
proses politik, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/pengendalian,serta
mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukan informasi (Keputusan MenPan
No. 26/KEP/M.PAN/2/2004). Transparansi muncul berdasarkan bebasnya arus
informasi. Seluruh proses, lembaga, dan informasi pemerintahan harus dapat
diakses oleh para pemangku kepentingan, dan informasiyang tersedia harus cukup
untuk dipahami dan dipantau. Pemerintahan yang baik dan transparan kepada

masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.



Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan setiap orang
untuk mengakses atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya tentang penyelenggara pemerintahan, tentang kebijakan,
proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Pihak yang
berkepentingan dapat mempelajari tentang transparansi dalam kebijakan
pemerintah dan organisasi perusahaan. Prinsip transparansi ini mempunyai dua
aspek: (1) komunikasi publik yang dilakukan pemerintah, dan (2) hak warga negara
untuk mengakses informasi.

Salah satu prinsip utama yang mempengaruhi baik atau tidaknya kualitas
pelayanan publik adalah transparansi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial
(DTKS) di Dinas Sosial Deli Serdang. Transparansi mengacu pada keterbukaan
pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumberdaya
publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut (Mardiasmo,
2002). Dalam menjalankan bisnisnya, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang
mencakup peningkatan kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Transparansi memberikan dampak yang sangat positif terhadap pengelolaan
data terpadu kepedulian sosial (DTKS). Transparansi yang dicapai berarti
pemerintah secara terbuka memberikan informasi dan layanan terkaitpengolahan
data terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak- pihak yang
membutuhkan informasi tersebut. Keterbukaan pemerintah terhadap berbagai aspek
pengelolaan data terpadu kepedulian sosial (DTKS) pada akhirnya akan berujung
pada akuntabilitas pemerintah kepada seluruh pemangku kepentingan yang

berkepentingan dengan proses dan kegiatan sektor publik.Apabila masyarakat



tidak puas dengan hal tersebut maka pelayanan publik akan terkesan buruk di mata
masyarakat. Ini berarti lembaga tersebut gagal mencapai tujuannya. Oleh karena itu,
penerapan transparansi dalam pengelolaan DTKS akan meningkatkan implementasi
pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan prima. Data penerima bantuan sosial
tentu diperlukan untuk menyalurkan bantuan. Data ini diperoleh dari sistem data
pusat yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terletak di
Dinas Sosial Deli Serdang, dan penginputannya dilakukan secara manual atau
melalui sistem jaringan. Oleh karena itu, pengendalian kualitas DataTerpadu
Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial DeliSerdang menjadi sangat penting dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahandan pembangunan di daerah. Upaya
pemerintah berhubungan langsung tidak hanya dengan alokasi dukungan keuangan,
namun juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyedia layanan
sosial. Artinya, pemenuhan hak- hak masyarakat sangat penting untuk membangun
masyarakat yang sejahtera, adil, dan setara. Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
negara Indonesia diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan salah satunya adalah
dengan memelihara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai database
untuk membantu penetapan sasaran berbagai program perlindungan sosial untuk
pengentasan kemiskinan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
menyebutkan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa DTKS meliputi:

A. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang merupakan perseorangan,
keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan,

kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga



memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang merupakan perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang merupakan perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk
menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Kehadiran DTKS berperan penting dalam pelaksanaan berbagai program

perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Ukuran

keberhasilan pelaksanaan pemerintahan mandiri daerah adalah tercapainya kondisi

kehidupan yang lebih baik, lebih adil dan lebih aman, yang indikator utamanya

adalah partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

pemantauan serta memberikan wewenang untuk memberikan layanan umum.

Keberadaan DTKS memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program

perlindungan sosial maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya.

a.

Berikut adalah beberapa program yang berbasis DTKS:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari sisi kepesertaan, sasaran penerima PKH meningkat sangat signifikan dari tahun

ke tahun sehingga dibutuhkan basis data yangvalid untuk meningkatkan ketepat



sasaran program.

b.  Program Indonesia Pintar (PIP)

Dimana untuk PIP Dikdasmen salah satunya didasarkan pada hasil pemadanan terkini
data peserta didik yang tercatat di Dapodik Kemendikbud dengan DTKS Kemensos.
Untuk KIP Kuliah, salahsatu persyaratan penerima adalah mahasiswa dari keluarga
yang masuk dalam desil < kategori 4 (empat) pada DTKS.

c.  Subsidi Listrik

Kebijakan subsidi listrik ke depan diarahkan agar lebih tepat sasaran dimana saat ini
dilakukan pemadanan data pelanggan golongan rumah tangga penerima subsidi listrik
daya 450 VA dan900 VA dengan DTKS sehingga diharapkan dapat tepat menyasar
golongan masyarakat miskin dan rentan.

d.  Program Sembako/BPNT

DTKS sendiri merupakan acuan untuk pemberian Program Sembako/BPNT bagi
keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/

keluarga miskin.

e. Program Indonesia Sehat (PBI-JKN)

Penetapan peserta PBI-JKN sendiri mengacu pada DTKS terlebih dengan diperluasnya
cakupan peserta PBI-JKN yangi mencapai 96,8 juta jiwa pada 2019 namun dalam
pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan peserta PBI JKN yang tidak termasuk
dalam Basis Data Terpadu/ DTKS sehingga untuk meningkatkan ketepatsasaran

program maka perlu didukung basis data yang valid dan akurat.



f. Program BLT Non Penerima PKH dan Sembako.

Menurut Prasetyorini (2003), pelayanan yang baik (good service/customer care)
secara harafiah berarti pelayanan yang baik atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan
yang baik (dukungan pelanggan) merupakan elemen penting bagi keberhasilan suatu
perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat tumbuh, berkembang dan tetap kompetitif,
maka keuntungan dan pendapatannya juga akan meningkat. Sedangkan Barata (2004)
berpendapat bahwa pelayanan yang baik adalah memberikan pelayanan yang terbaik
untuk memudahkan terpenuhinya kebutuhan pelanggan dan terwujudnya kepuasan,
sehingga pelanggan selalu bermurah hati kepada perusahaan. Demikian pula, Dinas
Sosial Deli Serdang mempelajari cara-cara memberikan layanan kepada masyarakat
yang memenuhi berbagai kebutuhan dengan penambahan data isian untuk pengusulan
masuk DTKS, bansos dan PBI dengan melalui aplikasi SIKS- NG yaitu berupa titik
koordinat rumah pemanfaat dan penyaluran program sembako.

Tak hanya itu salah satunya adalah meningkatkan pelayanan dan menerima
pengaduan serta rekomendasi dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial
yang mencakup kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bentuk produk pelayanan dari
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem yang membantu
mengidentifikasikan ~ kebutuhan  masyarakat miskin dan rentan serta
menghubungkannya dengan melakukan rujukan kepada pengelola program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.Dari

standar pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten



Deli Serdang mencakup :
A. Usulan Penerima Bantuan luran (PBI)

Diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan BPJS. PBI dibuat agar
seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penanganan medis

yang baik dan juga pengobatan yang layak.
B. Unregister

Pasien atau penduduk Kabupaten Deli Serdang yang memerlukan pelayanan di

rumah sakit dan tidak memiki jaminan kesehatan.
C. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejateraan sosial,
penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan

sosial.
D. Usulan PKH dan BPNT

Merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin
(KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sedangkan BPNT

berupa sembako atau uang yang berkisar Rp. 200.000 pada masyarakat miskin.

E. Pengusulan Bansos Lainnya

Adalah pengusulan bantuan untuk disabilitas seperti alat bantu dengar,kursi roda,

kaki palsu ataupun tongkat.



F. Pemberian Bantuan Korban Bencana

Adalah pemberi bantuan yang dalam bentuk dapur umum dan permakanan bagi

korban bencana.
G. Penerbitan Izin LKSA

Penerbitan izin LKSA merupakan izin yang diberikan kepada panti anak. Oleh
karna itu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang strategi pelayanan prima dalam transparansi Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Dinas Sosial Deli Serdang.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian yaitu bagaimana strategi pelayanan prima dalam transparansi
pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kantor Dinas Sosial Deli
Serdang ?
1.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi
pelayanan prima dalam transparansi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKYS) di Kantor Dinas Sosial Deli Serdang.

1.3 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu teoritis dan praktis

dibawah ini :

1. Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang
keunggulan layanan dalam pengelolaan data pelayanan sosial terpadu (DTKS) untuk
mencapai layanan berkualitas tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada otoritas terkait dalam
menyusun kebijakan dan tindakan manajemen ke depan dalam pemutakhiran data
terpadu pelayanan sosial (DTKS) untuk memberikan pelayanan yang berkualitas,
sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan.

1.4 Sistematika Penulisan
Untuk melihat dan mengkaji penelitian ini secara sistematis, suatu sistematika
penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten, maka sistematika penulisan
yang menghubungkan satu bab dengan bab lainnya yakni:
BAB I :PENDAHULUAN
Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
BAB II : URAIAN TEORITIS
Dalam bab ini menjelaskan teori yang terurai dengan
objek masalah yang diteliti. Pada bab ini
memungkinkan untuk mengajukan lebih dari satu teori
untuk membahas permasalahan pada topik skripsi,
sepajang teori yang dijelaskan dan data yang berkaitan,

serta anggapan dasar.



BAB Il

BAB IV

BAB V
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: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdiri dari jenis penelitian, kerangka
konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, teknik
pengumpulan data, analisis data, lokasi penenlitian dan

deskripsi ringkas objek penelitian.

:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, terdapat hasil penelitian yang menyajikan
hasil data dengan menguraikan data penelitian dan
pembahasan yang ditampilkan dalam bentuk uraian

kalimat dengan data yang diperoleh.

: PENUTUP

Pada bab ini, terdiri dari simpulan dan saran.



BAB 11

Uraian Teoritis

2.1 Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti umum. Oleh karena
itu, kata strategi secara harafiah berarti “seni dan umum”. Istilah ini mengacu pada
permasalahan manajemen utama di puncak suatu organisasi. Secara spesifik, strategi
adalah penentuan posisi misi perusahaan, penetapan tujuan organisasi melalui
keterlibatan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi khusus
untuk mencapai tujuan, dan memastikan penerapannya dengan tepat, tujuan, sasaran

tercapai, dan
organisasi tercapai.

Menurut Griffin (2004) Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai
tujuan organisasi. (Strategy is acomrehensive plan for aacomplishing an
organization’s goals). Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002)
“Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan
tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya”
Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan dari definisi diatas tentang strategi yang telah dikemukakan oleh
para teori ahli maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan metode perencanaan
untuk mecapai suatu tujuan dengan durasi jangka panjang untuk mendapatkan

keunggulan dan sumber daya yang terjadi di sebuah perusahaan.

11
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Bagi organisasi, strategi bukan hanya tentang mencapai proses sosial dan
manajerial di mana individu dan kelompok beroperasi. Strategi merupakan unsur
terpenting dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Strategi adalah upaya
keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan dan mengarah pada pengembangan rencana
pemasaran yang rinci. Strategi tingkat organisasi, perumusan strategi dan pengambilan
keputusan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas pelayanan atau petugas pelaksana.
Keputusan yang diambil lebih berorientasi pada nilai dan bersifat konseptual. Mereka
bertanggung jawab untuk meningkatkan citra organisasi, menciptakan dan
menunjukkan minat sosial di masyarakat, memanfaatkan keterampilan khusus dalam

pelayanan, dan mengembangkan rencana jangka panjang.

a) Strategi Tingkat Departemen Keputusan dibuat oleh manajer perusahaan di tingkat
departemen. Pemimpin harus menjadi jembatan antara pemangku kepentingan di
tingkat perusahaan dan departemen. la harus menerjemahkan strategi yang
diterapkan di tingkat korporasi agar responsif terhadap pelaksana di tingkat

fungsional.

b) Strategi tingkat fungsional pada tingkat fungsional yang terdiri dari manajer
keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, atau penelitian dan
pengembangan. Mereka perlu mengembangkan rencana tahunan dan strategi
jangka pendek untuk bidang mereka. Hal ini termasukmemberi nama produk,

meneliti perkembangan pasar, dan memutuskan peralatan produksi apa yang
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akan dibeli. Mereka merupakan pelaksana strategi perusahaan yang lebih visioner
dan mampu menerjemahkan strategi tersebut ke dalam langkah-langkah

operasional.

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
strategi pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan terlebih
dahulu memperhatikan segala kemungkinan yang akan terjadi, dan mempersiapkan
segala potensi yang ada. Dengan begitu strategi mempunyai peranan yang sangat

penting untuk keberhasilan sebuah organisasi.

2.2 Pelayanan Prima

Suatu layanan harus mampu memenuhi tingkat kepuasan khalayak sasarannya,
karena tingkat kepuasan khalayak sasaran merupakan salah satu tolok ukur apakah
layanan yang diberikan telah memenuhi standar normatif yang diharapkan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan pelayanan prima dan
berkualitas tinggi. Kualitas pelayanan prima yang diberikan diharapkan semakin
meningkat. Pelayanan adalah proses pemenuhan suatu kebutuhan secara langsung,
suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat dan
memuaskan masyarakat. Apalagi jika layanan tersebut memiliki sistem canggih
dengan alat teknis yang sesuai. Dengan demikian, waktu pelayanan menjadi efektif
dan efisien, serta dilengkapi dengan infrastruktur yang tepat untuk menjalankan

layanan kami secara optimal.

Selain itu, Menurut Daryanto dan Setyobudi (2014), pelayanan prima adalah

“pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan
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kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar

perusahaan”.

Selain itu, Mukarom dan Laksana (2018: 148) mengartikan pelayanan prima
merupakan terjemahan dari istilah “pelayanan prima” yang secara harafiah berarti
pelayanan yang sangat baik dan/atau pelayanan yang terbaik masih dalam Kitab
Mukarom dan Lakhsana (2016: 15) A.S. Moenir A berpendapat bahwa proses
pemenuhan kebutuhan orang lain melalui kegiatannya disebut pelayanan. Dengan
katalain, pelayanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu orang lain
mempersiapkan dan mengurus segala kebutuhannya. Pelayanan adalah suatu cara
melayani, mempersiapkan, merawat, dan membantu seseorang atau sekelompok orang
memecahkan kebutuhannya. Sasaran layanan kami adalah masyarakat (kelompok

organisasi) yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi.

2.2 Pelayanan Prima Dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya mencakup berbagai aspek kehidupan dan
merupakan salah satu faktor pendorong perubahan kualitas pemerintahan daerah.
Tidak peduli seberapa kecil suatu negara, negara tersebut membagi pemerintahannya
menjadi sistem yang lebih kecil (pemerintahan lokal) untuk memfasilitasi
pendelegasian kekuasaan. Pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil
yang menurutbentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang- undang,
dengan memperhatikan dasar permusyawaratan sistem pemerintahan negara dan hak
istimewa asal usul daerah. Menurut Rahmayanty (2016: 17), pelayanan yangbaik

adalah pelayanan yang sangat baik yang melebihi harapan pelanggan.
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Oleh karena itu, dalam menjalankan monopoli pelayanan publik sebagai
otoritas pengatur, pemerintah daerah mengubah pemikiran dan pola pendekatannya,
menyesuaikan dengan tujuan menjamin otonomi daerah, yaitu tujuan menyediakan
dan meningkatkan pelayanan untuk kepuasan masyarakat setempat. Selain itu, untuk
mencapai tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah
daerah harus memastikan bahwa warga negara dan komunitas mempunyai kesempatan
inklusif untuk mengakses pelayanan publik, berdasarkan prinsip kesetaraan,
transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Selain itu, Pelayanan prima (excellent service)
secara harfiah berarti pelayanan yang terbaik. Menurut Rahmayanty (2010) pelayanan

prima adalah :
a) Pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan.
b) Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice).
c) Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti

perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat

(handal).

d) Pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (practical needs) dan kebutuhan

emosional (emotional needs) pelanggan.
2.2.1 Strategi Pelayanan Prima

Pelayanan prima (service excellence) adalah suatu kegiatan pelayanan yang
perlu dilaksanakan strategi untuk memberikan pelayanan optimal untuk
memberikan kepuasan pelanggan. Menurut Barata (2006), strategi pelayanan

prima dapat diuraikan dengan penuh konsep s-e-r-v-i-c-e berikut :
a. S (Self Awareness)

Aspek self awareness dapat dilakukan dengan pemberi dan pelaksanaan
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pelayanan untuk dapat memahami posisi nya memberikan pelayanan dengan

penuh kesadaran secara benar.

E (Enthusiasm)

Enthusiasm dapat dipahami sebagai strategi yang dilakukan dengan penuh
gairah dan semangat dalam melaksanakan pelayanan.

R (Reform)

Aspek reform dilakukan dengan cara kesediaan untuk terus memperbaiki dan
mengevaluasi pelayanan dari waktu ke waktu.

.V (Value)

Dalam melaksanakan aspek value, pelayanan diberikan dan dilaksanakan
dengan memberikan target nilai tambah dengan melampaui standar
maksimal.

I (Impressive)

Impressive merupakan suatu startegi yang diwujudkan dengan upaya
menampilakan tampilan secara menarik untuk membangun representasiyang
baik ke pelanggan namun tidak dengan tampilan yang berlebihan.

C (Care)

Care adalah aspek penting dalam strategi pelayanan prima untuk
menunjukkan kepedulian ketika pelanggan mengalami permasalahan atau
membutuhkan bantuan ketika mengalami kesulitan dalam menggunakan jasa
yang telah disediakan

E (Evaluation)

Evaluation berhubungan dalam evaluasi terkait pelayanan prima yang telah

dilakukan dalam decade tertentu, untuk dianalisis dan dilaksanakan lebih

baik lagi dari periode sebelumnya.
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2.2.2 Definisi Pelayanan

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan oleh pegawai instansi
dengan kemampuan terbaiknya agar pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang
diberikan dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Digambarkan sebagai
“sangat baik” atau “terbaik” karena memenuhi standar layanan yang berlaku atau
dimiliki oleh lembaga penyedia layanan. Apabila suatu organisasi jasa belum
mempunyai standar pelayanan, maka pelayanannya dianggap sangat baik atau terbaik,
dan baikapabila dapat memuaskan atau dapat memuaskan penerima jasa. Pelayanan
yang baik adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dan memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebagai pegawai pemerintah mempunyai kewajiban melayani masyarakat
secara profesional. Pegawai negeri harus memberikan pelayanan tanpa diskriminasi
sebagai pelayanan publik. Olehkarena itu, pegawai negeri mempunyai tugas untuk

melayani atau melayani, bukan dilayani.

2.3 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dalam
memberikan informasi terkait kegiatan pemerintah dalam mengelola sumber daya
publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2005).
Transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah
karenaadanya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik

Menurut Hari Sabarno (2007: 38) karya Shahriyatul,



18

“transparansi  merupakan salah satu aspek fundamental dalam mencapai
pengelolaan pemerintahan yang baik".

Transparansi sangat penting bagi misi pemerintah untuk melayani masyarakat.
Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang
mempengaruhi banyak orang, sehingga harus memberikan informasi yang
komprehensif mengenai apa yang dilakukan. Transparansi membuat kebohongan lebih
sulit disembunyikan. Oleh karena itu, transparansi merupakan alat penting untuk
melindungi dana bantuan pemerintah dari korupsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan
bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

memperoleh dan mengakses seluas- luasnya informasi mengenai keuangan daerah.

Transparansi menjamin kebebasan setiap orang untuk mengakses atau
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, terutama tentang
kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Penerapan
prinsip transparansi dalam penelitian ini berarti membuka akses informasi tentang

proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan dana bantuan.

2.4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pemerintah menggunakan Data Terpadu Bantuan Sosial (DTKS) sebagai database
untuk menyasar berbagai program perlindungan sosial guna mengentaskan
kemiskinan. Pada tahun 2019, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Data Bantuan Sosial Terpadu, nomenklatur PBDT diubah
menjadi Data Bantuan Sosial Terpadu (DTKS) yang tidak hanya mencakup data
bantuan sosial saja, namun juga data bantuan sosial lainnya kini disertakan. Peraturan
Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan pada Pasal 2 Ayat 2 bahwa DTKS

meliputi:
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Masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan sosial adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang: Seseorang yang tidak mampu
menjalankan fungsi sosial karena cacat, kesulitan, ataucacat dan memerlukan
pelayanan. Kebutuhan sosial yang memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial

secara memadai dan merata.

Penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial. Perorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mampu melaksanakan tugas sosial
karena cacat, kesusahan atau cacat, sehingga pelayanan sosial harusmemenuhi
kebutuhan sehari-hari baik jasmani maupun rohani dan mental. Bersikaplah

pantas dan masuk akal secara sosial.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta dalam memelihara, menciptakan,
mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keputusan
Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 (selanjutnya diubah dengan Keputusan
Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019) menyatakan bahwa pengelolaan data
adalah suatu kegiatan sistematis dalam pengorganisasian, penyimpanan, dan
pemeliharaan data. Ini termasuk pengumpulan data, validasi, dan audit. Hal ini
mencakup validasi data dan keputusan yang diperlukan untuk memastikan
aksesibilitas, keandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data saat digunakan.
Oleh karena itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa

pengelolaan DTKS dilakukan dalam empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data
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2. Verifikasi dan Validasi

3. Tentukan

4. Gunakan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data baik berupa
angka, teks, gambar, audio dan/atau video, yang dilakukan dengan metode diskusi,
wawancara, dan observasi langsung. Pendataan untuk data kesejahteraan sosial yang
komprehensif dilakukan oleh pemerintah daerah prefektur dan kota baik secara
mandiri maupun bersama-sama dengan instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Pemerintah daerah kabupaten/kota akan
mengkaji dan memverifikasi data kesejahteraan terpadu. Pengumpulan data dilakukan
secara berkala (minimal setahun sekali). Hasil pendataan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk
diteruskan kepada Menteri. Hasil pendataan tersebut akan disampaikan oleh Gubernur

kepada Menteri.

1. Verifikasi dan Validasi

Validasi data adalah proses verifikasi bahwa pengumpulan data telah dilakukan
sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan bahwa data yang dikumpulkan atau
dimutakhirkan sesuai dengan fakta di kolom pencocokan pengumpulan data. Validasi
data adalah proses memvalidasi data dengan memastikan dan mengoreksi data agar

valid atau sesuai dengan aturan validasi. Mekanisme validasi dan
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validasinya adalah: Sekretaris melakukan verifikasi dan verifikasi terhadap hasil

pendataan yang disampaikan Gubernur.

1. Verifikasi dan validasi oleh Menteri dilakukan melalui Kelurahan, Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Kelurahan/Desa/Nama Lain. Data hasil
verifikasi dan verifikasi disampaikan kepada bupati/walikota. Bupati/Walikota
menyampaikan data hasil verifikasi dan verifikasi kepada Gubernur dan
meneruskannya kepada Menteri. Hasil pendataan dapat ditinjau dan diverifikasi
oleh pemerintah negara bagian sebelum hasil verifikasi dan validasi dikirimkan
kepada Menteri. Apabila data yang diperoleh dari hasil verifikasi dan verifikasi
ternyata tidak sesuai, maka pemerintah negara bagian wajib melakukan koreksi
data bersama-sama dengan pemerintah daerah prefektur/kota. Data yangdiperoleh
dari hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Verifikasi dan validasi akan dilakukan secara berkala (minimal setahun sekali).

2. Penetapan hasil pendataan, verifikasi dan verifikasi disampaikan kepada Menteri
untuk ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial. Penetapan data
bantuan sosial terpadu berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri. Data

konsolidasi bantuan sosial meliputi :

a). Hasil keputusan sebelumnya mengenai data bantuan sosial terpadu dan,

b). Hasil pengumpulan data, validasi, dan validasi. Data pelayanan sosial
terpadu dikumpulkan setidaknya setiap enam bulan. Data bantuan sosial

terpadu yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga
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dan pemerintah daerah dalam melaksanakan bantuan sosial. Data
kepedulian sosial yang terintegrasi dapat diaksesoleh seluruh masyarakat
sesuai dengan persyaratan hukum. Menteri dapat mengubah atau
melengkapi data, baik yang berasal dari pendataan, verifikasi dan verifikasi,

maupun pra-identifikasi data bantuan sosial terpadu.

3. Pemanfaatan data pelayanan sosial terpadu sebagai sumber data utama dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial agar dapat tepat sasaran, terpadu dan
berkelanjutan oleh departemen/lembaga, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
Data terpadu kepedulian sosial dapat digunakan oleh kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Integrasi data kepedulian sosial untuk
digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat
dilaksanakan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. Menteri
dapat menolak permintaan penggunaan data bantuan sosial terpadu yang diajukan
olen departemen, pemerintah daerah, atau masyarakat. Data bantuan sosial
terkonsolidasi hanya akan tersedia sampai data bantuan sosial terkonsolidasi yang

baru diperkenalkan. Pengguna data kesejahteraan terpadu wajib:

o

Harap mematuhi peraturan yang tercantum dalam protokol serahterima.

b. Jangan mengungkapkan atau mentransfer data kepada pihak ketiga, dan

o

Menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan data dan

o

. Menghindari penggunaan data tanpa izin.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untukmenggambarkan masalah dan
fokus penelitian. Metode kualitatif ini merupakan langkah penelitian untuk
memperoleh data deskriptif baik berupa kata-kata maupun gambar. Proses ini
memungkinkan penggunaan prinsip eksplorasi untuk menggambarkan fakta dan
realitas yang terjadi di lapangan. Artinya eksplorasi merupakan suatu proses
pembelajaran mendalam terhadap suatu peristiwa, sehingga dapat menghasilkan data

yang jelas dan akurat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lexy J. Pak Moleong (2008) mengatakan data
yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan gambar, bukan
angka. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yangdidasarkan pada bukti
kualitatif dan bukan berdasarkan hasil statistik dasar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan fokus penelitian. Metode
kualitatif merupakan prosedur ilmu sosial yang memperoleh data deskriptif berupa

kata-kata dan gambar.

Mengingat judul penelitian yang penulis lakukan yaitu Strategi PelayananPrima
dalam Transparansi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di
Kantor Dinas Sosial Deli Serdang, maka rumusan pokok permasalahan, tujuan dan
manfaat penelitian dapat diketahui yaitu jenis penelitiannya deskriptif kualitatif. Jenis

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif.

23
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Menurut Hadari Nawawi (2007) metode deskriptif adalah sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan
subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian merupakan penjelasan secara terstruktur mengenai
konsep penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep terdiri dari beberapa variabel
yang telah dipilih menjadi fokus penelitian. Berdasarkan judul penelitian, maka

kerangka konsep yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Strategi Pelayanan Prima

25

Transparansi Pengelolaan DTKS

54

Kantor Dinas Sosial Deli Serdang

3.3 Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik
sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah

dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual, sebagai berikut:

a. Strategi adalah aktivitas penyusunan langkah-langkah organisasi di masa
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mendatang dengan membangun visi dan misi organisasi, menetapkantujuan jangka
panjang organisasi, dan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana
tujuan tersebut dapat dicapai, berarti strategi direncanakan untuk mengetahui gagal

atau berhasilnya suatu pemerintah agar dapat terealisasikan.

. Pelayanan prima adalah kepedulian kepada masyarakat dengan memberikan
layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan
mewujudkan kepuasan. Artinya keberhasilan pelayanan prima tergantung pada
penyelarasan kemampuan, sikap penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung
jawab pelaksanaannya.

. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh
pemerintah. Transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari
proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan
mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Artinya proses
penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan,
cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan
dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami olehpublik,
maka pratik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiiki transparansi yang
tinggi.

. Pengelolaan merupakan suatu proses penanganan untuk mewujudkan tujuan
tertentu yang ingin dicapai. Proses pengelolaan mencakup: penyusunan data,
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta penilaian. Artinya
pengelolaan menghasilkan suatu penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan-

pengelolaan lainnya.
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e. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah program yang tujuan utamanya
mengidentifikasikan keluarga dan individu yang membutuhkan bantuan sosial
melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk mencapai tujuan. Artinya
DTKS berpusat pada pengolahan data bantuan sosial, pemerlu layanan

kesejahteraan sosial serta penerima bantuan dan pemberdayaan sosial.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi ini terdiri berdasarkan fungsi dan prinsip kategorisasi, dan langkah-
langkah kategorisasi. Kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori itu sendiri
berupa seperangkat tema yang disusun atas dasar pemikiran, intuisi, pendapat atau
kriteria tertentu. (Basrowi dan Suwandi, 2008: 196). Kategori itu sendiri adalah
sekumpulan topik yang disusun berdasarkan ide,intuisi, opini, atau kriteria tertentu.
Mengenai tahapan kategorisasi, yang ditemukan tabel kategorisasi penelitian yang
digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No Konsep Teoritis Kategorisasi
1. Strategi Pelayanan Prima 1. Organisasi
2. Responsif

3. Akuntabilitas

4. Kepuasan

2. Transparansi Pengelolaan DTKS 1. Sistem Kerja
2. Tata Kelola

Sumber : Hasil olahan data, 2024
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3.5 Narasumber
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu orang-
orang yang mengetahui dengan baik dan banyak tentang informasi yang terkait dengan

masalah penelitian ini adapun narasumber sebanyak 3 orang yaitu:

1. Nama : Ahmad Sofyan S.E

Jabatan/Status : Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin
Usia 45 Tahun

2. Nama :SitiRahmasS.Sos

Jabatan/Status : KepalaBidang Pemberdayaan Sosial

Usia : 53 Tahun

3. Nama : Dedi

Jabatan/Status :Buruh Harian Lepas

Usia :52 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang umum dipakai untuk mengumpulkan
suatu data penelitian kualitatif Saroso (2017:47). Peneliti melakukan wawancarasecara
langsung dengan para partisipan agar Peneliti dapat menyajikan pertanyaan secara
detail dan akurat. Selain itu metode wawancara ini memungkinkan para partisipan
dapat memberikan informasi secara langsung, yang memungkinkan Penelitimendapat

jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan
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yang diajukan kepada mereka.
2. Observasi

Menurut Fuad & Sapto (2013: 11), teknik dasar untuk penelitian kualitatif adalah
observasi. Dalam awal penelitian kualitatif, observasi dilakukan melalui
pengamatan secara langsung seperti benda, kondisi, situasi, proses, atau, perilaku.
Memilih teknik observasi secara partisipatif untuk pengumpulan data dalam
penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap
peristiwa yang terjadi sekaligus melibatkan diri secaralangsung  dalam
pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
penelitian.
3. Dokumentasi

Seperti yang dijelaskan oleh Fuad & Sapto (2013: 61), dokumentasi merupakan
bagian penting dari pengumpulan data sekunder dalam sebuah penelitian. Studi
dokumentasi dibuat dikarenakan permintaan peneliti. Peneliti memilih teknik
dokumentasi untuk pengumpulan data karena data yang diperlukan akan lebih mudah
di peroleh dari lokasi penelitian dan informasi yang di peroleh dari wawancara akan

didokumentasikan dengan lebih baik.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penggalian data dari wawancara, catatan lapangan, dan
dokumen dengan cara mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori
menguraikannya dalam satuan-satuan, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola,

memilih apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memudahkan dalam
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menarik kesimpulan. Pada dasarnya teknik analisis data diawali dengan penelaahan

terhadap keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti observasi,

wawancara, dan catatan lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan dengan tahapan
sebagai berikut :

a. Pengumpulan data (Data Collection): Data yang dikumpulkan kemudian disusun
dalam bentuk narasi sehingga membentuk kumpulan informasi yang bertujuan
sesuai dengan masalah penelitian.

b. Penyajian data (Data Display): Peneliti mencoba menyajikan data yang berkaitan
dengan temuan penelitian melalui wawancara dengan sumber penelitian. Penyajian
data juga dapat diartikan sebagai proses pembuatan laporan tentang hasil data dan
informasi yang telah ditemukan oleh peneliti.

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/verification): Penarikan kesimpulan
berdasarkan struktur narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga peneliti
dapat memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Selama penelitian
berlangsung, temuan juga diverifikasi. Pemikiran kembali yang melintas dalam
pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang dari catatan lapangan,

mungkin menjadi sarana verifikasi.

3.8 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli
Serdang yang terletak di jalan Medan — Tebing Tinggi, Tanjung Garbus Satu,
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551, Indonesia.

Masa waktu penelitian berlangsung mulai Maret sampai Mei 2024 mendatang.
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Gambar 3.2 Lokasi Penelitian

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi
pelayanan prima dalam transparansi pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang dilakukan para pegawai di kantor Dinas Sosial Deli Serdang.

3.9.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Deli Serdang

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh kepala
dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dinas Sosial Kabupaten Deli
Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada kabupaten deli serdang.
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Deli Serdang

DINAS SOSIAL KABUPATEN DELI SERDANG
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KABUPATEN DELI SERDANG
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3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Deli Serdang

DINAS SOSIAL
KABUPATEN DELI SERDANG

Nama
Eselon Il.b

Jabatan| Kepala Dinas

Unit Kerja
I.b

Eselon Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi

Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Sosial;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang Sosial;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang Sosial;

o Whe

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Uraian Tugas

N

Menetapkan program kegiatan Dinas Sosial;
Mengoordinasikan penyusunan tugas-tugas teknis terkait

kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi
sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
Membina dan merencanakan pelaksanaan tugas terkait
kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi
sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum pada Dinas Sosial;
Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Dinas Sosial terkait
kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi
sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
Merencanakan fasilitasi penyelenggaraan program
perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial,

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

10.

11.

Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait
kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi
sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
Mengoordinasikan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial,
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin;

Mengoordinasikan pengelolaan unit pelaksana teknis di bidang
sosial;

Menetapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial,
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin;

Mengoordinasikan pelaksanaan Pembinaan teknis dan supervisi
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12.

dibidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial,
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin;

Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja
Instansi  Pemerintah  (LKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana
Kerja (Renja) serta analisis jabatan (Anjab) Dinas Sosial;

13. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi
Birokrasi Dinas Sosial;
14.Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standard
Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;
17.Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan| Sekretaris
Eselon l1ll.a
Unit Kerja Eselon Dinas Sosial
Il.b
Unit Kerja Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan

tugas pada lingkup Sekretariat.

Fungsi

1.
2.

3.
4.

Penyusunan rencana program dan anggaran dinas;

Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan dan program;

Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan

kesekretariatan di lingkungan Dinas Sosial;

Uraian Tugas

1.
2.

Merumuskan program kegiatan pada Sekretariat;

Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi
umum, kepegawaian, program dan keuangan;

Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,




34

program dan keuangan;
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;

5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,
program dan keuangan;

6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja(PK),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan
DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis
Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum
Konsultasi Publik (FKP);

7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda
Reformasi Birokrasi Dinas Sosial;

8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;

10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
bahan pengambilan kebijakan;

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara
lisan maupun tertulis; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Sub Bagian Umum

Unit Kerja Eselon
Il.a

Sekretariat

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada
lingkup Sub Bagian Umum.

Uraian Tugas

1. Menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Umum;

2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian;

3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga
Dinas;

4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan,
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10.

11.

12.

13.

kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip
dan dokumen pada Dinas;

Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat,
ketatalaksanaan dan kepegawaian;

Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Dinas Sosial;
Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) pada Dinas;

Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas, serta penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa
Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara pada Dinas;
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian
Umum;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan,

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Sub Bagian Keuangan

Unit Kerja Eselon
Il.a

Sekretariat

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sub

Bagian Keuangan.
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Uraian Tugas

10.

11.

Menyusun program kegiatan pada Sub bagian
Keuangan;

Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
keuangan Dinas;

Menyusun laporan keuangan periode bulanan, triwulan,
semester dan tahunan secara berkala;

Menyusun laporan pertanggungjawaban dan
pengelolaan dokumen keuangan;

Melakukan pengendalian penggunaan anggaran;

Menyusun data perhitungan anggaran dan belanja Dinas;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian
Keuangan;

Melaksanakan  monitoring, evaluasi dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Sub Bagian Program

Unit Kerja Eselon
Il.a

Sekretariat

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sub

Bagian Program.

Uraian Tugas

1.

2.

Menyusun program kegiatan pada Sub Bagian
Program;

Menyusun Renja dan Evaluasi Renja Dinas serta
perubahannya;

Menyusun Renstra dan Evaluasi Renstra Dinas serta
perubahannya;
Menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;

Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dinas;
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10.

11.

12.

13.

14.

Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
pada Dinas Sosial;

Menyusun RKA dan DPA APBD Dinas serta
Perubahannya;

Menyusun rencana umum pengadaaan barang dan jasa Dinas
berbasis sistem;

Melaporkan evaluasi realisasi anggaran  Dinas berbasis
sistem;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian
Program;

Melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.

Nama Jabatan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Eselon I111.b

Unit Kerja Eselon Dinas Sosial

I.b

Unit Kerja Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pada

lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Fungsi

Penyiapan bahan perumusan  kebijakan dalam bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial.
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Uraian Tugas 1. Merumuskan program  kegiatan pada Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

2. Merumuskan bahan kebijakan teknis pada Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial;

3. Memantau pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana dan
korban bencana;

4. Memantau, melaksanakan dan memberikan bantuan
korban bencana alam dan bencana sosial;

5. Melaksanakan psikososial di daerah bencana;

6. Melaksanakan koordinasi pemetaan daerah rawan bencana dan
pembinaan masyarakat di daerah bencana;

7. Memantau pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral
pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

10. Melaksanakan  monitoring, evaluasi dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan Kkepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Unit Kerja Eselon
I.b

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial dalam melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam.
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Uraian Tugas 1. Menyusun program kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam;

2. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana alam;

3. Melaksanakan pemberian bimbingan psikososial bencana alam
dan penguatan sosial;

4. Melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;

5. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas
sektoral pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

6. Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan,
pembinaan dan pengendalian serta pemberian bantuan korban
bencana alam;

7. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan kejadian
bencana;

8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;

10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secaralisan
maupun tertulis; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan,

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Sosial

Unit Kerja Eselon
I.b

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial
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Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam

melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban

Bencana Sosial.

Uraian Tugas

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Menyusun program kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Sosial;

Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana sosial;
Melaksanakan pemberian bimbingan psikososial bencana sosial,
dan penguatan sosial;

Melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
sosial;

Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas
sektoral pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan,
pembinaan dan pengendalian serta pemberian bantuan korban
bencana sosial;

Melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan kejadian
bencana baik penyuluhan secaralisan maupun tertulis;
Menyusun data korban bencana sosial;

Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelopor
perdamaian;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Sosial,;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Unit Kerja Eselon
Il.b

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial
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Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam

melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Uraian Tugas

10.

11.

12.

13.

Menyusun program kegiatan pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program jaminan sosial
keluarga;

Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pendampingan
jaminan sosial keluarga;

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan, pembinaan
dan pengendalian program jaminan sosial keluarga;
Melaksanakan kegiatan penyuluhan program jaminan sosial
keluarga;

Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas
sektoral dalam rangka program jaminan sosial keluarga;
Melakukan Monitoring dan evaluasi program jaminan sosial
keluarga;

Melaksanakan sosialisasi program jaminan sosial keluarga;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Jaminan
Sosial Keluarga;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.

Nama Jabatan
Eselon Ill.b

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Unit Kerja Eselon
I.b

Dinas Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial
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Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pada
lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial.

Fungsi 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam Bidang
Rehabilitasi Sosial;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam Bidang
Rehabilitasi Sosial;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Rehabilitasi
Sosial;

Uraian Tugas 1. Merumuskan program kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Sosial;

2. Merumuskan bahan kebijakan teknis pada bidang Rehabilitasi
Sosial anak dan lansia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang.

3. Merumuskan sasaran norma, standar, prosedur, dan Kkriteria pada
Bidang Rehabilitasi Sosial.

4. Melaksanakan Pembinaan pada Bidang Rehabilitasi Sosial.

5. Melaksanakan pembinaan terhadap anak dan lansia, Penyandang
Disabilitas, Penyandang Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
orang.

6. Melaksanakan pembinaan terhadap panti sosial (di dalam Panti
dan di luar panti).

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang Rehabilitasi
Sosial.

8. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelopor
perdamaian;

9. Merumuskan  Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang
Rehabilitasi Sosial,

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

12.Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.
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Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Unit Kerja Eselon
I.b

Bidang Rehabilitasi Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam
melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut Usia.

Uraian Tugas

1.

10.

11.

12.

Menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut Usia;

Menyusun bahan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia;

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia;

Menyusun bahan laporan Standar Pelayanan Minimal anak
terlantar dan lanjut usia terlantar;

Melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pembinaan terhadap anak
dan lanjut usia;

Memfasilitasi kegiatan dan pembinaan terhadap Panti Sosial anak
dan lanjut usia (di dalam Panti dan di luar Panti);

Menyusun kegiatan pembinaan anak dan lanjut usia;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usia;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara
lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.
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Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Unit Kerja Eselon
I.b

Bidang Rehabilitasi Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan
tugas pada lingkup Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas.

Uraian Tugas

1. Menyusun  kegiatan  Seksi Rehabilitasi  Sosial
Penyandang Disabilitas;
2. Menyusun bahan perumusan Kkebijakan Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas;

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial dan Penyandang Disabilitas;

4. Menyusun bahan laporan Standar Pelayanan  Minimal

Penyandang Disabilitas;

5. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan bagi

Penyandang Disabilitas;

6. Memfasilitasi kegiatan dan pembinaan terhadap Panti Sosial

Disabilitas;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas;

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan Kkepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Rehabilitasi Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang

Kepala Seksi Sosial,

Unit Kerja Eselon
I.b

Bidang Rehabilitasi Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial
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Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas

pada lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang.

Uraian Tugas 1. Menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

2. Menyusun bahan perumusan kebijakan Rehabilitasi Sosial, Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang serta korban penyalahgunaan
napza;

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial
tuna sosial dan korban perdagangan orang;

4. Menyusun sasaran, norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi
sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang;

5. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pembinaan terhadap
penyandang tuna sosial dan korban perdagangan orang;

6. Memfasilitasi kegiatan dan pembinaan terhadap Panti Tuna Sosial
(Panti Rehabilitasi), di dalam Panti dan di luar Panti;

7. Menyusun kegiatan pembinaan Tuna Sosial dan korban Perdagangan
orang;

8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;

10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Nama Jabatan
Eselon Il1.b

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Unit Kerja Eselon
Il.b

Dinas Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial
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Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pada

lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial.

Fungsi

1.

Penyiapan bahan perumusan  kebijakan dalam Bidang
Pemberdayaan Sosial;

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam Bidang
Pemberdayaan Sosial;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Pemberdayaan
Sosial.
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Uraian Tugas

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Merumuskan program kegiatan Bidang
Pemberdayaan Sosial;

Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
Bidang Pemberdayaan Sosial;

Melaksanakan kegiatan Pembinaan teknis dan supervisi pada Bidang
Pemberdayaan Sosial;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pemberdayaan
Sosial;

Melaksanakan penggalian, pengembangan,
pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat;
Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan potensi
sumber kesejahteraan sosial (PSKS);

Melaksanakan  Koordinasi dan pembinaan Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

Merekomendasikan usulan pendaftaran organisasi sosial baru dan
pendaftaran ulang organisasi sosial;

Melaksanakan pengajuan usulan pemberian sertifikasi bagi Pekerja
Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;

Melakukan verifikasi dan validasi data usulan masyarakat yang tidak
mampu untuk mendapatkan program penerima manfaat melalui
sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT);

Memvalidasi izin operasional organisasi sosial yang bergerak di
bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pemberdayaan
Sosial;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
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perintah atasan.

Nama Jabatan| Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan

Eselon IV.a Komunitas Adat Terpencil

Unit Kerja Eselon Bidang Pemberdayaan Sosial

I.b
Unit Kerja Dinas Sosial
Tugas Pokok Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan

tugas pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga,
dan Komunitas Adat
Terpencil.
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Uraian Tugas

10.

Menyusun kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
Menyusun bahan bimbingan dan pembinaan Pemberdayaan sosial
perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
Memverifikasi berkas pendataan dan pendaftaran registrasi dan
identifikasi organisasi sosial perorangan, keluarga, tenaga
kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan komunitas adat
terpencil,;
Menyusun kegiatan pembinaan motivasi dan bimbingan usaha
kesejahteraan sosial terhadap perorangan, keluarga dan komunitas
adat terpencil;
Menyusun bahan pembinaan dan pelatihan terhadap Tenaga
kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial, pekerja sosial
masyarakat dan relawan sosial lainnya;
Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK),

lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan
pekerja sosial lainnya;
Melaksanakan pemberian bantuan kepada Bilal Jenazah danPenggali
Kubur;
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SeksiPemberdayaan
Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
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11. Menyampaikan saran dan pertimbangan Kkepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Seksi Pemberdayaan  Sosial Kelembagaan Masyarakat
dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

Unit Kerja Eselon
I.b

Bidang Pemberdayaan Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan
tugas pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan
Masyarakat dan Penerbitan lzin

Pengumpulan Sumbangan.
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Uraian Tugas

Menyusun kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan
Masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;

Menyusun bahan kegiatan Forum Corporate Social Responsibility
(CSR) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam
pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

Menyusun bahan dan petunjuk teknis kegiatan forum Corporate
Social Responsibility (CSR) dan Sistemm Layanan dan Rujukan
Terpadu (SLRT) serta penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
Mempersiapkan bahan pembinaan motivasi dan bimbingan dunia
usaha;

Menyusun bahan temu karya Karang Taruna dan bulan bhakti sosial
karang taruna, dan organisasi sosial;

Menyusun bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan forum
Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu (SLRT) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang
forum Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial;
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8. Memverifikasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan forum Corporate
Social Responsibility (CSR) dan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu (SLRT) dan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

9. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang karang taruna,
lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;

10. Melaksanakan tugas di bidang karang taruna, lembaga kesejahteraan
sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta
potensi dunia usaha;

11. Melaksanaan kebijakan di bidang karang taruna, lembaga
kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat, serta penerbitan izin pengumpulan sumbangan;

12. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SeksiPemberdayaan
Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan IzinPengumpulan
Sumbangan;

13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi Kkerja
pelaksanaan tugas bawahan;

14. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
maupun tertulis; dan

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Nama Jabatan
Eselon IVV.a

Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Unit Kerja Eselon
I.b

Bidang Pemberdayaan Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan
tugas pada lingkup seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

Uraian Tugas

1. Menyusun program kegiatan pada Seksi
Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
2. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan
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kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

3.

10.

11.

12.

13.

Menyusun bahan dan petunjuk teknis kegiatan bimbingan dan
pembinaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;

Menyusun kegiatan pendataan dan pendaftaran registrasi dan
identifikasi kepahlawanan, Kkeperintisan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;

Menyusun bahan pembinaan motivasi dan bimbingan usaha
kesejahteraan sosial terhadap kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan dan restorasi sosial;

Menyusun bahan kebijakan dibidang penghargaan dan tunjangan
kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan,
kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pengelolaan taman makam
pahlawan dan tugu pahlawan;

Memverifikasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang
penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan
perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pengelolaan
taman makam pahlawan dan tugu pahlawan;

Menyusun bahan perencanaan program kegiatan di bidang
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dan restorasi
sosial;

Menyusun bahan pedoman dan standarisasi bidang kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial;
Memfasilitasi operasional legium Veteran RI Kabupaten Deli
Serdang ;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Kepahlawanan
dan Restorasi Sosial;

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi Kkerja
pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
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14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Nama Jabatan
Eselon I1ll.b

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Unit Kerja Eselon
Il.b

Dinas Sosial

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pada
lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan  kebijakan dalam Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bidang Penanganan
Fakir Miskin.
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Uraian Tugas

Merumuskan program kegiatan pada Bidang Penanganan Fakir
Miskin;

Melaksanakan pengoordinasian, pengendalian dan peningkatan
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
Merumuskan rencana kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin;
Merumuskan norma, standar prosedur, dan kriteria pada Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

Merumuskan bahan pembinaan teknis dan pengawasan pada Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pada Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

Melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten
Deli Serdang;

Melakukan pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan
dan penataan lingkungan;
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menyelenggarakan penyaluran bantuan kepada fakir miskin
secara komprehensif dan terkoordinasi;

Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan penataan
lingkungan fakir miskin;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir
miskin;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga
terkait pada Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

Melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.

Nama Jabatan Eselon 1V .a|

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Unit Kerja Eselon 11l.b

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
dalam  melaksanakan tugas pada lingkup  Seksi
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
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Uraian Tugas

1. Menyusun program kegiatan pada Seksi ldentifikasi dan
Penguatan Kapasitas;

2. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas;

3. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan teknis dalam
identifikasi dan penguatan kapasitas;

4. Menyusun bahan kebijakan dan teknis program identifikasi
dan penguatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan
dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin;

5. Mengoordinasikan dan melaksanakan program pada Seksi
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

6. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi atau lembaga
terkait pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

7. Melakukan identifikasi dan validasi, pengelolaan data fakir
miskin cakupan daerah Kabupaten Deli Serdang;

8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara
lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.

Nama Jabatan Eselon
1V.a

Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Unit Kerja Eselon 11l.b

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam
melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Pendampingan dan
Pemberdayaan.
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Uraian Tugas

10.

11.

12.

13.

Menyusun kegiatan Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan,;
Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan;

Menyusun bahan perumusan kebijakan dan teknis dalam
Pendampingan dan Pemberdayaan;

Melaksanakan peningkatan, kemampuan dan kapasitas sumber
daya manusia;

Melaksanakan bimbingan teknis peran pendamping sebagai
fasilitator, penghubung, motivator dan pembimbing sekaligus
mengarahkan para penerima program bantuan;

Meningkatkan kualitas dan kompetensi para pendamping
bantuan sosial;

Melakukan pendampingan dalam penyaluran bantuan agar
tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu;

Melakukan upaya pemberdayaan fakir miskin;

Melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber
daya manusia fakir miskin;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi
Pendampingan dan Pemberdayaan;

Melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.

Nama Jabatan Eselon I1V.a

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan
Stimulan

Unit Kerja Eselon 11l.b

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Unit Kerja

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam
melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Pengelolaan dan
Penyaluran Bantuan Stimulan.
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Uraian Tugas

10.

11.

12.

Menyusun kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyaluran
Bantuan Stimulan;

Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pelaksanaan Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan
Stimulan;

Menyusun bahan perumusan kebijakan dan teknis dalam
Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pada
Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama teknis dengan
instansi dan/atau lembaga terkait tentang Pengelolaandan
Penyaluran Bantuan Stimulan;

Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan pangan bagi
fakir miskin;

Melaksanakan koordinasi dalam pemeliharaan dan
pengembangan penataan lingkungan hidup yang sehat bagi
fakir miskin;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi
Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan;
Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
secara lisan maupun tertulis; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

atasan.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk
menganalisis sebuah data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan. Narasumber
yang terlibat dalam penelitian ini yaitu, Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin,
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat. Selanjutnya penulis ingin

mengklasifikasikan terlebih dahulu narasumber berdasarkan umur, jabatan/status, dan

jenis kelamin.
Tabel Data 4.1 Identitas Narasumber
No Nama Jabatan
1 Ahmad Sofyan Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin
2 Siti Rahma Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3 Dedi Masyarakat

Sumber: Hasil Penelitian 2024
Pada tabel 4.1 dapat dilihat nama dan jabatan ketiga narasumber yang

menjadi objek pada penelitian.

Tabel Data 4.2 Jenis Kelamin Narasumber

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase
1 Laki-Laki 2 67%
2 Perempuan 1 33%
Total 3 100%

Sumber: Hasil Penelitian 2024
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Pada Tabel 4.2 dapat dilihat data dari jenis kelamin Terdapat 2 orang narasumber
berjenis kelamin Laki-Laki dan 1 orang narasumber berjenis kelamin Perempuan.

4.1.1. Strategi Pelayanan Prima dalam Program DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki serangkaian proses
terhadap usulan data yang dilakukan melalui masyarakat yang benar-benar layak untuk
menerima bantuan sosial, peraturan ini sudah ditetapkan oleh kemensos sehingga
diperoleh hasil yang objektif berdasarkan keputusan Kementerian Sosial, hasil tersebut
lalu dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota berupa PERMENSOS No 3 Tahun
Tahun 2021.

Dalam penyaluran bantuan ini tentunya dapat dilihat dari standar dan prosedur
yang di tetapkan dalam program DTKS dengan mengutip hasil wawancara dengan
Bapak Ahmad Sofyan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin beliau
menyampaikan:

“Dinas sosial ini membuka layanan SLRT, lalu masyarakat datang ke ruangan
pemsos dan mengajukan berkas-berkas yang dibawa untuk dimasukkan ke
DTKS. Selanjutnya kita memproses dengan cara memverifikasi terlebih dahulu,

lalu kita kunjungi tempat tinggal nya, jika memang layak dan sesuai dengan
aturan yang ada.”

Menurut Ibu Siti Rahma (selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial) menambahkan:

“Dinas Sosial ini memiliki aplikasi dan melihat apakah masyarakat tersebut
setelah itu mendapatkan bansos. Aplikasi tersebut dinamakan SIKS-NG.
Aplikasi ini bisa mengecek keberadaan masyarakat itu telah mendapatkan
program dari Kementerian Sosial seperti warga tersebut sudah masuk kedalam
DTKS”
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Program DTKS di Dinas Sosial Deli Serdang sudah berjalan sesuai dengan
SOP yang memverifikasi masyarakat dan diusulkan dengan penyesuaian tertentu. Lalu
pelaksanaan kordinasi yang dilakukan sejauh ini dalam program DTKS, terkordinir
karena penggabungan beberapa bidang di Dinas Sosial Deli Serdang yaitu Fakir
Miskin, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitas Sosial dan Jaminan Sosial yang direkap dan
disampaikan ke Kepala Dinas. Dapat dikatakan penggabungan ini juga ikut serta dalam
kerjasama pihak desa atau kecamatan.

Jadi dapat dikatakan koordinasi dalam pengelolaan DTKS sudah berjalan
dengan baik. Dalam proses pembagian tugas dan kewenangan dari berbagai bidang
seperti Pemberdayaan Sosial memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam
mendaftar DTKS, bidang Rehabilitas Sosial memiliki peran untuk mendata warga
yang miskin dan PMKS. Lalu bidang Jaminan Sosial yang mendata korban bencana
dan dikumpulkan untuk disatukan kedalam DTKS.

Bapak Ahmad Sofyan menambahkan:
“Tugas saya sebagai kepala bidang tentunya saya memeriksa terlebih dahulu

mana saja yang dapat digolongkan kepada program DTKS”

Di dalam pengelolaan DTKS ini memiliki proses penentuan tanggung jawab
dalam sistem kerja pada setiap pegawai, dimana tanggung jawab ini saling
mengoreksi dan mengawasi agar tidak terjadi usulan-usulan yang tidak terinput.
Dalam proses pengelolaan DTKS, prosedur pengadaan sarana dan prasarana dalam
program DTKS saat ini menyiapkan salah satu aplikasi, untuk memudahkan warga
tersebut dikatakan miskin atau tidak sehingga dalam verifikasi mudah dijalankan.
Untuk prasarana, fasilitas sudah memadai dengan berbagai media elektronik lainnya.

Dari standar atau nilai yang dicapai di dalam program DTKS di Dinas Sosial Deli
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Serdang mengharapkan kepada warga miskin yang ada di Kabupaten Deli Serdang
dapat masuk dalam program DTKS dan mendapatkan bantuan berupa sembako, PKH,
KIP dan lain sebagainya. Dalam bentuk sistem kerja yang diterapkan pada pegawai di
Dinas Sosial Deli Serdang dalam pengelolaan DTKS sudah sangat bagus dengan
mempertimbangkan masyarakat agar dapat menilai terlebih dahulu bagaimana nilai
dari pengelolaan DTKS pada pegawai Dinas Sosial Deli Serdang.

Akan tetapi ada kelemahan yang terdapat faktor dari sistem kerja atau tugas
pada masyarakat itu sendiri dengan berbagai keterbatasan responsif seperti letak lokasi
atau permukiman warga yang sangat jauh dari sekitaran Kantor Dinas sosial Deli
Serdang yang membuat terverifikasi terlambat yaitu wilayah yang jauh dan SDM yang
kurang. Hal itu yang memicu keterbatasan para pegawai Dinas Sosial Deli Serdang
sulit memverifikasi warga yang hadir di Dinas Sosial.

Jadi dapat dikatakan pelaksanaan program DTKS di Dinas Sosial Deli Serdang
memiliki strategi/rencana yang berjalan, dengan bekerja sama di berbagai desa yang
ada di Deli Serdang untuk dapat aktif bersosialisasi dengan warga disekitar dengan
mengaktifkan SIKS-NG agar masyarakat hanya datang ke desa untuk proses
pengelolaan DTKS.

4.1.2 Strategi Pelayanan

Dalam pemberdayaan sosial, pelayanan prima terdapat di bidang
Pemberdayaan Sosial Kantor Dinas Sosial Deli Serdang yang bernama Pelayanan
Terpadu Delima atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Berdasarkan
pelayanan SLRT ini masyarakat ataupun Kepala Desa atau perangkat desa,
mengirimkan data ke bidang Pemberdayaan Sosial guna untuk pengecekan seperti

yang dijabarkan oleh Ibu Siti Rahma, beliau menyampaikan:
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“Masyarakat bisa datang ke kantor Kepala Desa dan mengambil data dari
masyarakat yang memang layak untuk dimasukkan kedalam DTKS dengan
sesuai dan ada kriteria penilaian di pelayanan. Jadi disana kita bisa mengecek NIK
valid atau tidak lalu kita lihat penerima atau tidak, jika tidak kita akan membuat
PBI nya lalu kita masukkan kedalam DTKS dan sekaligus program yang sesuai
dengan Kartu Keluarga tersebut.”
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pegawai Dinas Sosial pada pengelolaan DTKS
sebagai penerima layanan dan pembuka layanan untuk masyarakat di Kabupaten Deli
Serdang. Pegawai yang ada di Dinas Sosial Deli Serdang ini harus mengetahui bahwa
tugas-tugas setiap pegawai adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat yang
tidak mampu dan membutuhkan bantuan-bantuan seperti responsif pegawai terhadap
masyarakat yang membutuhkan bantuan dan akuntabilitas pegawai untuk segera turun
ke lapangan guna mengecek situasi dan kondisi masyarakat yang ada di wilayah
tertentu.

Dalam pelaksanaan program DTKS dan kegiatan pekerjaan diselesaikan
dengan sistem kerja yang berlaku dengan penyesuain SOP untuk mendapatkan
program bantuan tersebut diperlukan paling cepat 15 hari dan paling lama 75 hari
dikarenakan setiap per tanggal 15 telah mengirimkan data dapat diverifikasi secara
langsung dan aktif dibulan kedepannya. Dilain urgency dapat dimandirikan terlebih
dahulu dikarenakan darurat. Didalam program DTKS memasukkan data ke aplikasi
SIKS-NG setiap tanggal 25 dan penentuan memutuskan kembali pada Kementerian,
sedangkan berdasarkan SOP akan dikirimkan data untuk di tanggal
25 lalu di cek verval dengan mengunjungi tempat tinggal warga yang membutuhkan,

lalu dilihat dari cluster menengah seperti adanya golongan anak sekolah, orang tua

agar mendapatkan PKH dan BPNT.
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Untuk melihat tanggung jawab pegawai Dinas Sosial Deli Serdang dalam
melakukan pelayanan prima yaitu dilihat penyesuaian dengan tupoksi nya seperti
membuka pelayanan untuk memasukkan DTKS, maka pegawai bertanggung jawab
penuh untuk melakukan penginputan melalui pengecekan NIK dan pendaftaran
masuk. Jika belum tersedia akan dimasukkan atau didaftarkan jika sudah terverifikasi
akan disampaikan kepada masyarakat, berikut Ibu Siti Rahma menyampaikan :

“Kita menyampaikan kepada masyarakat yang sudah masuk kedalam DTKS

tetapi belum ditentukan program nya seperti apa, oleh karena itu kita

menyiapkan kartu kecil dimana kegunaan kartu ini bisa dilihat dari tanggal

masuk berkas ke loket pendaftaran dan dilihat sejauh mana berkas mengalami

on proses, jadi bisa kita lihat dan kita bertanggung jawab sesuai SOP”
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan kerjasama dan
kordinasi kerja setiap bidang yaitu Pemberdayaan Sosial, Fakir Miskin, Rehabilitas
Sosial, dan Jaminan sosial saling bekerjasama dalam satu layanan yang saling
mengarahkan dan berkesinambungan. Sistem kerja dari keempat bidang tersebut juga
dibutuhkan komunikasi dan komitmen yang baik dalam melayani masyarakat. Seperti
yang dijelaskan oleh Ibu Siti Rahma beliau menyampaikan:

“Kita bekerja dan perlu membutuhkan komunikasi yang baik bukan hanya di

lintas bidang tetapi sampai ke lintas sektoral seperti, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pihak Rumah Sakit dibawah naungan

pemerintahan, sedangkan untuk swasta kita bekerjasama contohnya dengan

Baznaz.”

Terkait pelayanan prima yang dapat memuaskan masyarakat diperlukan bebrapa hal,
seperti yang dijelaskan Ibu Siti Rahma beliau menyampaikan:

“Masyarakat dapat mengadu terkait kendala dari proses DTKS ini kepada

pegawai Dinas Sosial Deli Serdang dengan menghubungi pegawai DinasSosial
Deli Serdang”
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Strategi khusus yang dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat dilihat dari kondisi permasalahan, strategi pelayanan prima ini dilihat
terlebih dahulu yang mengalami situasi dan kondisi dalam keadaan darurat jadi harus
dilakukan jalur tempuh yang khusus dan strategi pelayanan prima ini dinilai sangat
serius sehingga Kepala Dinas juga ikut turut serta dan pemutusnya dapat bekerjasama
melalui lintas OPD yang dibutuhkan.

Pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan DTKS, diberikan evaluasi setiap
sebulan sekali dengan melampirkan laporan yang diawalin dari pegawai pelayanan lalu
diberikan ke Kepala Bidang dan diserahkan ke Kepala Dinas Sosial Deli Serdang.
4.1.3 Pelayanan DTKS

Pelayanan DTKS saat ini memastikan pada tugas utama nya yakni
masyarakat miskin dan rentan dipastikan mendapatkan akses perlindungan dan
pelayanan sosial yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan pangan sandang,
perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial maupun
masalah sosial. DTKS di Kantor Dinas Sosial Deli Serdang memberikan bantuan soial
kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial (lanjut usia terlantar,
penyandang disabilitas, bantuan rumah layak huni, bantuan pemakaman, dan bantuan

penanganan anak. Mengutip hasil wawancara dari Bapak Dedi, beliau menyampaikan

“Saat ini pelayanan DTKS di Dinas Sosial Deli Serdang sudah sangat
memuaskan dan membantu kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan
kemiskinan, pegawai-pegawai Dinas Sosial Deli Serdang juga memberikan
responsif yang baik ke masyarakat. Sistem kerja yang dilakukan mereka juga
sudah cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat.”

Sampai sejauh ini masyarakat yang mendaftar secara langsung maupun tidak

langsung belum mengalami kendala dari pelayanan prima yang di berikan kepada
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pegawai Dinas Sosial Deli Serdang. Pegawai Dinas Sosial Deli Serdang sudah
melakukan tugasnya dengan SOP dan bertanggung jawab dalam menjalankan
tugasnya. Masyarakat yang mendaftar tidak mengalami antrian panjang dikarenakan
SOP yang diterapkan oleh Kantor Dinas Sosial Deli Serdang yang mengarahkan
ketentuan jumlah masyarakat yang datang ke kantor Dinas Sosial Deli Serdang. Akan
tetapi terdapat pernyataan yang menjelaskan bahwa tidak semua masyarakat yang
mendaftar di layanan rujukan terpadu masuk kepada program DTKS hal ini dijelaskan
oleh Bapak Ahmad Sofyan, beliau menjelaskan :

“Kita disini hanya sifatnya mengusulkan, Kementerian Sosial yang
menentukan masyarakat tersebut layak atau tidaknya masuk di DTKS.”

Hal ini memicu suatu keluhan oleh masyarakat yang sebagian masyarakat tidak
mendapatkan bantuan sosial dari program DTKS ini, dilansir dari hasil wawancara
oleh Bapak Dedi, beliau menjelaskan :

“Dari tahun 2019 saya mendaftarkan anak saya, sampai sekarang belum
ada keluar, saya sudah mengurus akan tetapi dari pusat tidak ada nama tersebut
dicantum. Saya belum memberikan keluhan tetapi saya coba menunggu dari
desa tetapi tetap tidak ada tercantum namanya. Saya berharap Dinas Sosial Deli
Serdang dapat membantu dan dapat mengatasi untuk memperingankan
kebutuhan masyarakat disini.”

Hal tersebut menjadi evaluasi sebagai langkah pemerintah berkomitmen untuk
terus memperbaiki program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang
menyebar di setiap wilayah.

4.2 Pembahasan
DTKS memegang peran penting dalam pelaksanaan program perlindungan
sosial. Berikut beberapa program yang berbasis DTKS vyaitu Program Keluarga

Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Subsidi Listrik, Program

Sembako/BPNT, Program Indonesia Sehat (PBI-JKN), dan Program BLT Non



68

Penerima PKH dan Sembako. Program DTKS ini melakukan berbagai program
bantuan sosial kepada masyarakat yang dalam hal ini sangat memerlukan bantuan.

Saat ini Dinas Sosial Deli Serdang melakukan serangkaian kegiatan dalam
meningkatkan program DTKS, mulai dari penyebaran program DTKS kesetiap desa
dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan proses pendaftaran program
DTKS di masing-masing wilayah. Jadi tidak hanya disekitar kantor Dinas Sosial saja
yang turut berkembang tetapi juga pihak desa juga terlibat dalam proses DTKS.

Maka dari itu setiap pelaksanaan program DTKS di Kantor Dinas Sosial Deli
Serdang dilakukan penyebaran aplikasi SIKS-NG ke Kepala Desa yang diciptakan dari
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai bentuk informasi terkait penerima
bantuan sosial, dan status kemiskinan guna meningkatkan transparansi dan integrasi
data dalam pengelolaan di Dinas Sosial Deli Serdang.

Aplikasi SIKS-NG memiliki peran penting dalam program DTKS, karena
aplikasi ini bertujuan untuk mengecek keberadaan masyarakat yang telah
mendapatkan program dari Kementerian Sosial baik proses yang berjalan,
keberhasilan yang telah dicapai, dan jumlah dampak yang telah terverifikasi dengan
Kementerian Sosial. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan prima yang dilakukan
pada pegawai Dinas Sosial Deli Serdang untuk melihat penyebaran program tersebut.
Tujuan dari bentuk aplikasi SIKS-NG sebagai strategi pelayanan prima yang
dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial Deli Serdang untuk mencapai tujuan
komunikasi secara responsif kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi,
membangun hubungan dan memudahkan tujuan masyarakat. Sementara itu dalam
hal pengelolaan DTKS terdapat beberapa hambatan monitoring di berbagai Dinas
Sosial seperti terdapatnya orang/keluarga yang sudah layak tapi masih masuk dalam

DTKS sebagai penerima bantuan (memiliki lahan yang besar dan ada yang memiliki
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alat transportasi). Lalu ada juga keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak
termasuk dalam DTKS atau penerima program bantuan. sedangkan yang terjadi di
Dinas Sosial Deli Serdang memiliki kurangnya maksimal sumberdaya manusia
untuk menanggungjawabi tugas dalam penyebaran aplikasi SIKS-NG ke setiap desa,
Dinas Sosial juga memberikan reward kepada setiap desa yang menjalankan program
DTKS dengan penyebaran aplikasi SIKS-NG, akan tetapi masih banyak sebagian desa

yang belum bisa menerapkan aplikasi tersebut untuk digunakan kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Dinas Sosial Deli Serdang sudah menggunakan program DTKS dengan baik.
Hal itu dapat dilihat dari kerjasama dan koordinasi setiap bidang dalam pelayanan
prima yang dilakukan. Dalam proses pembagian tugas dan kewenangan dari
berbagai bidang seperti Pemberdayaan Sosial yang memiliki tugas untuk melayani
masyarakat dalam mendaftar DTKS, lalu bidang Rehabilitas Sosial memiliki
peran untuk mendata warga yang miskin dan PMKS. Dan bidang Jaminan Sosial
yang mendata korban bencana dan dikumpulkan untuk disatukan kedalam DTKS.
Hal ini yang menjadikan bidang yang ada di kantor Dinas SosialDeli Serdang
saling berkontribusi.

Dinas Sosial Deli Serdang belum memaksimalkan penyebaran aplikasi ke setiap
desa guna memudahkan masyarakat dalam mendaftar program DTKS hal ini
dikarenakan kurang nya sumberdaya manusia yang kurang bertanggung jawab
dalam menangani pengelolaan DTKS.

Dinas Sosial Deli Serdang sudah melakukan beberapa kontribusi terhadap
pengelolaan DTKS kepada setiap masyarakat yang terlibat, hanya saja dari
seluruh masyarakat yang mendaftar hanya sebagian nama yang masuk kedalam

program DTKS.
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5.2 Saran
Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka peneliti memiliki
saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial Deli Serdang untuk tetap meningkatkan program
yang dijalan kan di setiap pedesaan yang sulit dijangkau terkait penerapan aplikasi
guna memudahkan program DTKS.

2. Diharapkan untuk lebih memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat yang
terkendala dalam program DTKS.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan atau mengembangkan

penelitian ini guna mendapat kemampuan yang lebih luas.
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VI. PEDOMAN WAWANCARA

”ﬁ?/%%

DRAFT WAWANCARA
Judul Penelitian ¢ “STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM
TRANSPARANSI PENGELOLAAN  DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
DI KANTOR DINAS SOSIAL DELI SERDANG”
Nama Peneliti : Ratna Dewi Utami
NPM : 2003100011
Mahasiswa :  Ilmu Administrasi Publik (FISIP UMSU)
Hari/Tanggal s
A. Identitas Responden
1. Nama
2. Jenis Kelamin
3. Usia
4. Agama
5. Pendidikan Terakhir:
6. Jabatan/Status
7. Hari/Tanggal

B. Daftar Pertanyaan

B1. Pertanyaan untuk Kassubag Umum

| &

Menurut saudara adakah standar dan prosedur yang ditetapkan dalam
program DTKS ?

Menurut anda apakah program DTKS ini sudah berjalan sesuai dengan SOP
?

Bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan sejauh ini dalam

program DTKS ?
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4. Bagaimana proses pembagian tugas dan kewenangan pada pegawai DTKS ?
5. Apakah ada proses penentuan tanggung jawab dalam sistem kerja pada

pegawai DTKS ?

o

Apakah ada standar pelayanan yang dilakukan dalam pelaksanaan program
DTKS ?
7. Apakah ada proses pengadaan sarana dan prasarana dalam program DTKS ?

Apakah ada standar atau nilai yang ingin dicapai di dalam program DTKS ?

a4

9. Menurut anda apakah bentuk sistem kerja yang diterapkan pada pegawai
DTKS memiliki unsur responsif dalam bentuk pelayanan prima di program
DTKS ?

10. Menurut anda apakah ada strategi/rencana yang saat ini akan berjalan dalam

pelaksanaan program DTKS ?
B2. Pertanyaan untuk Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Sejauh ini apa kontribusi anda terhadap tugas dan jabatan di dalam
pengelolaan DTKS ?

2. Menurut anda hal apa saja yang dilakukan pada pegawai DTKS dalam
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ?

3. Apakah pelaksanaan program dan kegiatan pekerjaan dapat diselesaikan

secara cepat dan tepat ?

>

Bagaimana tanggung jawab pegawai DTKS dalam melaksanakan
pekerjaannya ?
5. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat apakah dibutuhkan

kerjasama dan kordinasi kerja setiap unit ?
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6. Menurut anda apakah sistem kerja yang ditentukan membutuhkan
komunikasi yang baik dalam melayani masyarakat ?

7. Bagaimana sistem kerja yang dilakukan dalam mengembangkan pelayanan
prima bagi masyarakat ?

8. Hal apa saja yang dibuat agar pelayanan prima dapat memuaskan masyarakat
?

9. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan untuk memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat ?

10. Apakah ada evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan

DTKS ?
B3. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apakah pegawai DTKS membantu kebutuhan masyarakat dalam
penaggulangan kemiskinan ?

2. Apakah yang dilakukan oleh pegawai DTKS Dinas Sosial Deli Serdang
sudah sangat maksimal atau memuaskan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat ?

3. Sejauh ini apakah pegawai DTKS memberikan responsif yang baik kepada
masyarakat ?

4. Apakah sistem kerja pegawai DTKS sudah cepat dan tanggap dalam
melayani masyarakat ?

5. Apakah ada kendala dalam pelayanan prima yang diberikan pada pegawai
DTKS ?

6. Apakah sampai saat ini masyarakat masih mengalami antrian panjang ?

81



82

7. Apakah sejauh ini pegawai DTKS melakukan tugasnya dengan sesuai SOP
?

8. Apakah pegawai DTKS bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya?

9. Berapa lama masyarakat menunggu proses yang dilakukan pada pegawai
DTKS terselesaikan ?

10. Apa harapan masyarakat kepada pegawai DTKS terhadap pelayanan prima

?
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PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

,-\ J JI. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakarn 20514 Kabupaten Deli Serdang
e Telepon/Faksimile (061) — 7951422

e 'l;’os-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman https:llbappedalitbfng.deliserdangkab,go.id

Lubuk Pakam, 7 Maret 2024

Nomor : 000.9/ 2030 /BAPPEDALITBANG/2024
Sifat . Biasa

Lampiran : -

Hal . lzin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/304 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dekan Fakultas limu
Sosial dan llmu Politk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:
554/KET/Il.3. AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal permohonan Izin
Rekomendasi Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

a. Nama . Ratna Dewi Utami

b. Alamat . JI. P. Siantar Dusun VII Desa Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam

c. NIP/NIM/KTP : 1207235407020002

d. Pekerjaan : Mahasiswa

e. Prodi/ Jurusan : llmu Administrasi Publik

f.  Judul/Tema : Strategi Pelayanan Prima dalam Transparasi Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Dinas Sosial
Deli Serdang

g. Daerah / Lokasi : Dinas Sosial Kab. Deli Serdang

h. Lama ;2 (dua) Bulan

i. Peserta : Sendiri

i

Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian
pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan
kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN DELI SERDANG

. SEKRETARIS

<, SIGIT.PRAMULIA, ST, M.Ec.Dev -
O,

& ~

~L/NIPR 19810201 200604 1 017

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam

2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
4. Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik UMSU

S. Pertinggal
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITI

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon. 061-7952964
e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id {
e —

REKOMENDASI
Nomor : 070/ 30Y

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas limu Sosial dan llmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Nomor 554/KET/1.3. AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 26 Maret 2024 perihal permohonan izin
Rekomendasi Penelitian oleh :

a. Nama : Ratna Dewi Utami

b. Alamat :JI. P. Siantar Dusun VIl Desa Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam

c. Pekerjaan :  Mahasiswa

d. NIPNIMKTP : 1207285407020002

e. Jurusan : limu Administrasi Publik

f. Judul : Strategi Pelayanan Prima Dalam Transparasi Pengelolaan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Dinas Sosial Deli Serdang

g. Daerahflokasi : Dinas Sosial Kab. Deli Serdang
| h. Lama :  2(dua) Bulan

i. Peserta : Sendiri

j. Penanggung Jawab :  Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP

2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar

| yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang beriaku serta menjaga ketertiban umum di

daerah setempatl.

3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil
pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.

4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 27 Maret 2024
-~ An> KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

Pen
NIP. 1

40108 199402 2 003

j

s
Yth. Bupati Deli Serdang ( sebagai laporan ).

Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang.
Yth. Ka. Dinas Sosial Kab. Deli Serdang.

Yth. Dekan Fakultas limu Sosial dan Bisnis UMSU.

Pertinggal..

NBWN -



VIIl. SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS SOSIAL

Jalan Mawar Nomor 18 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Tdepon (m1) 7956111 (m1) 7956222

Lubuk Pakam, 16 April 2024

Nomor : 000.9/484/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan
Yth.

Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 000.9/2039/BAPPEDALITBANG/2024

tanggal 27 Maret 2024 perihal Izin Penelitian, yang dilaksanakan oleh:

a. Nama : Ratna Dewi Utami

b. Alamat : JI. P.Siantar Dusun VIl Desa Pagar Jati Kec. Lubuk Pakam

c. NIMNIPKTP : 1207285407020002

d. Pekerjaan : Mahasiswi

e. Prodi/ Jurusan : limu Administrasi Publik

f. Judul : Strategi Pelayanan Prima dan Transparansi Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Dinas
Sosial Kabupaten Defi Serdang

g. Daerah / Lokasi : Dinas Sosial Kab. Deli Serdang

h. Lama : 2 (dua) Bulan

i. Peserta : Sendiri

J

Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP

Benar nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dengan baik di Dinas
Sosial Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:
1. Bapak Bupati Deli Serdang (sebagai laporan),
2. Pertinggal.
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IX. SK-5 BERITA BIMBINGAN SKRIPSI

MU PEADIDIKAN FEVGGEPENETITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUNAMMADIAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
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X. SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PERPUSTAKAAN

Torahecditasi A Bendasarkan Keatetapan Papustakasn Nasional Republik Indoncsis No. 00039 LAPPT 1X.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 127120201000003 8 http://perpustakasn.umsu.ac.id ™M perpustaksan@umsu.ac.id & perpustakaan_umsy

SURAT KETERANGA
Nomor: 01049/KET/IL.5-AU/UMSU-P/M/2024

s oWty o
'(‘J/Eww" :
(4 (3 /4 78,

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Ratna Dewi Utami
- NPM : 2003100011
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/ E.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. )
Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Zulgaidah 1445 H
20 Mei 2024 M
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XI. SURAT LOA KESKAP

SURAT KETERANGAN
No. 746/KET/KESKAP/V/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan
Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ratna Dewi Utami

Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah
ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi

dan Administrasi Publik:
Judul : Strategi Pelayanan Prima Dalam Transparansi Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Dinas
Sosial Deli Serdang
Jumlah Halaman  : 13 Halaman
Penulis : Ratna Dewi Utami

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Medan, 25 Mei 2024

rdiyanto, S$.Sos, M.I.LKom



Data Pribadi
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Agama

Warga Negara
Alamat

Anak Ke

Nama Orang Tua
Ayah

Alamat

Pendidikan Formal

2009-2014
2014-2017
2017-2020
2020-2024

W N -

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Ratna Dewi Utami

: Lubuk Pakam / 14 Juli 2002

: Perempuan

: Islam

: Indonesia

: JIn. P. Siantar Dusun VII, Kec Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang

: 1 (Pertama)

: Alm. Alwi Utama

: Ermas Suryani

: JIn. P. Siantar Dusun VI, Kec Lubuk pakam, Kab Deli Serdang

: SD Nusantara Lubuk Pakam
: MTS Yayasan Pendidikan Nurul Ittihadiyah Lubuk Pakam

: SMA Negen | Lubuk Pakam
: Strata-1 Studi [Imu Administrasi Publik FISIP UMSU

Medan, 10 Juni 2024

-~
Ratna Dewi Utami
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